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Abstract

Law Number 4 Of 1996 is co
arranges about guarantee rights instit

unification of law is area by management
breeze for development of corporate Wor

Perpetrator, land following building which a
causin,

of nationality economics.

individuql people and also legal body,
business activity to sustain development

Kata kunci : derivatif, hak,

A. PENDAHULUAN

Hubungan Antara Tanah Dengal
Perorangan, Masyarakat dan Negara

Hak milik atas tanah (eigendom
Privaat) adalah hak kodrati  (natuur
recht) dalam artian bukan hak manusia
(een menselijk recht) yang didapat secara
Sukarela, tetapi sesuattl hak yang me-
nyertai / mengikuti (inheren) diri manu-
sia sejak ia lahir. Hugo OrOHYS (1563-
1645) menyatakan bahwa kehendak ma-
nusia (mensen will) merupakan dasar
adanya hak milik perseorangan, pada
mulanya tanah dipergunaka? persama-sa-
ma oleh masyarakat’ namun karena ke-
hendak manusia, secara tegaS maupun S¢°
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cara diam-diam terjadi perubahanézznuel

pemilikan secara perseorang
Pufendorf (1632-1p694) mengemukaxan
bahwa secara alami (sejak semula), g
jumpai pemilikan bersama a12° e
(gemeenschappelijke eigendom) yang
berdasarkan perjanjian diam-diam atau-
pun secara tegas timbul pemilikan P
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hukum, kepemilikan, tanah, tanggungan.

mmendation to Section 51 Law Number 5 Of 1960,
rute to land recognized, complements realized by it
of national land. Borns it the law, brings fresh
1d in Indonesia, especially for business
bove its can be made collateral good for
g can muster fund as start-up capital in
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orangan. Uraian tersebut menyimpulkan
(sebagaimana pendapat Aristoteles (384-
372 SM)) bahwa, negara tidak mungkin
memiliki tanah, yang memiliki tanah
adalah individual secara naturalistik dan
individual secara licham body (pribadi
buatan, seperti Badan Hukum dan per-
kumpulan lainnya).

Hak-hak individual atas tanah ber-
sifat privaatrechrelijke. Hak milik privat
atas tanah adalah bagian dari hak milik
bangsa Indonesia yang kepunyaan, per-
untukan, dan penggunaannya ditujukan
kepada kepentingan pribadi para individu
(individu alamiah dan buatan) sebagai
hak individu bangsa Indonesia yang ber-
sifat keperdataan. Negara berkewenang-
an untuk mengatur (regelen), mengurus
(bestuuren), dan mengawasi (tozichthou-
den) yang tidak bertentangan dengan ba-
tas hak keperdataan. Perhubungan hu-
kum antara negara dan tanah dapat ter-
cermin dari perhubungan pemerintah de-
ngan tanah, yang juga bersifat priva-
trectelijke. Sedangkan, perhubungan an-
tara penggunaan kepentingan umum de-



